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PERANGKAT DAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI INDONESIA


Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia No. 25 tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya Bab VI pasal 21, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdir atas (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. Dalam tulisan ini akan dibahas secara ringkas  tentang perangkat organisasi tersebut. Di samping itu juga akan dibahas tentang manajer koperasi sebagai pelengkap pengurus koperasi yang dianggap memiliki peranan penting dalam menjalankan roda perusahaan koperasi. Selanjutnya juga disajikan hubungan tata kerja antar perangkat organisasi tersebut dalam suatu struktur organisasi.

A. RAPAT ANGGOTA (RA)
RA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi merupakan forum pencetusan dan penyaluran aspirasi PARA anggota dalam menentukan arah kegiatan organisasi dan perusahaan koperasi. Melalui RA inilah, setiap anggota dapat menyalurkan aspirasinya untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum yang harus dilaksanakan oleh pengurus maupun pengawas koperasi. Menurut pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, tugas dan wewenang RA adalah menetapkan:

 
1. Anggaran Dasar Koperasi; 


2. Kebijakan-kebijakan umum  di  bidang  organisasi,  manajemen,  

          dan  perusahaan koperasi;

 
3. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus  mau-

          pun pengawas; 


4. Program kerja dan RAPB Koperasi, serta pengesahan  Laporan 

          Keuangan  Koperasi;

 
5. Pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam melaksana-

          kan tugasnya; 


6. Pembagian SHU; serta 


7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran kope-

          rasi.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Hendrojogi (2002; 147) memberikan tambahan  tugas dan peran RA, yaitu: 


8. Memberikan  persetujuan  atas  perubahan  struktur  permodalan 

            dan arah kegiatan usaha koperasi:


9. Menetapkan persyaratan agar pengurus, manajer, dan karyawan 

            memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam AD (Anggaran 

            Dasar) koperasi.


10. Memberikan penilaian  terhadap  pertanggungjawaban  pengurus 

              dalam melaksanakan tugasnya.

Segala sesuatu yang ditetapkan oleh RA ini pada dasarnya merupakan landasan atau pedoman bertindak bagi pengurus dalam menjalankan roda keiatan organisasi dan usaha koperasi.


RA koperasi harus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tutup buku. Ketentuan mengenai sahnya RA koperasi ini diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing koperasi.

B. PENGURUS


Perangkat organisasi ini merupakan pemegang kuasa RA, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RA. Secara rinci, tugas dan wewenang pengurus telah ditetapkan dalam UU No. 25/1992. Sesuai dengan pasal 30 UU No. 25/1992, tugas pengurus meliputi: (1) mengelola kopersi dan usahanya; (2) menyusun program kerja dan RAPB Koperasi; (3) menyelenggarakan rapat anggota; (4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (5) menyelengga-rakan pembukuan keuangan dan inventaisasi harta secara tertib; (6) memelihara daftar/buku anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus meliputi: (1) mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru  serta pemberhentian anggota sesuai dengan AD/ART; (3) melalukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung-jawabnya dan keputusan RA.


Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam Hendrojogi (2002; 150) menyebutkan fungsi pengurus koperasi sebagai berikut: (1) sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (supreme decision center function); (2) sebagai pemberi nasihat (advisor function); (3) sebagai pengawas atau orang yang dapat dipercaya (trustee function); (4) sebagai penjaga kesinambungan organisasi (perpectuating function); (5) sebagai simbol (symbolic function).  Sementara itu Mace dalam Hendrojogi (2002; 153) mengidentifikasi peran pengurus yaitu: (1) menentukan tujuan organisasi, strategi perusahaan, dan kebijakan umum organisasi; (2)  memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif (pengelola) kunci; (3) melakukan pengendalian secara cermat terhadap para pengelola dalam mejalankan roda kegiatan organisasi dan usaha koperasi.


Berbagai tugas, wewenang, fungsi dan peran pengurus tersebut, menunjukkan bahwa pengurus merupakan motor penggerak organisasi dan usaha koperasi. Jalannya roda kegiatan koperasi benar-benar berada di tangan pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa pengurus memegang kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. 

Mengingat beratnya tugas pengurus, dalam melakasanakan tugas tersebut pengurus dapat mendelegasikan beban tugas (kunci) tersebut kepada pengelola (manajer beserta karyawan) koperasi. Namun demikian,  tanggung jawab keberhasilannya tetap di pundak pengurus. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 25/1992, untuk mengelola usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer dan karyawan) atas persetujuan RA. Namun demikian, pengangkatan pengelola ini tidak mengurangi tanggung jawab pengurus pada RA. Ini berarti bahwa, di samping berada di tangan pengurus, kunci keberhasilan koperasi(khususnya bidang usaha koperasi) juga berada di tangan para eksekutif/pengelola (manajer beserta karyawan). Mengenai manajer koperasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. 

Dijelaskan pula dalam UU No.25 / 1992, bahwa persyaratan menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar koperasi masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Namun demikian, seyogyanya persayaratan menjadi pengurus koperasi menyangkut  hal-hal sebagai berikut: (1) Memiliki keimanan dan ketaqwaan; (2) Memiliki kejujuran  dan keterbukaan; (3) Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan dan gerakan koperasi; (4) memiliki wawasan ekonomi yang cukup, baik makro maupun mikro, serta pengetahuan manajemen bisnis; (5) memiliki jiwa kepemimpinan; dan  kewriausahaan koperasi; serta (6) Mampu dan mau bekerja keras. Hal ini selaras dengan pendapat Koermen (2002; 137) yang menyebutkan persyaratan menjadi pengurus koperasi adalah: (1) mempunyai waktu untuk mengurus koperasi (kober);  (2) memiliki sikap mental yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (bener); (3) memiliki pengeta-huan dasar perkoperasian dan pengetahuan pendukung lainnya (pinter);  (4) memiliki kondisi fisik yang sehat dan terjaga sehingga dapat melakukan semua aktivitas sebagai pemimpin (seger); (5) cekatan dan berani mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dengan berbagai persyaratan tersebut diharapkan diperoleh pengurus yang benar-benar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Dengan pengurus yang profesional ini diharapkan kope-rasi akan lebih mampu mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan  kesejahte-raan anggota pada khusunya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

C. PENGAWAS

Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh pengawas adalah realisasi pelaksanaan kebijakan oleh pengurus, apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RA atau belum.Tugas utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB Koperasi yang telah ditetapkan dalam RA. Mengenai tugas, wewenang dan  kewajiban pengawas menurut UU No. 25/1992, pasal 39 adalah sebagai berikut: Tugas pengawas adalah: (1) melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; (2) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya; Adapun wewenang pengawas adalah: (1) meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi; (2) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, termasuk pengelola. Selanjutnya pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Koermen (2002; 174) menjabarkan tugas pengawas yaitu: (1)  melakukan pengawasan atas tatakehidupan koperasi; (2) melakukan penelitian atas kebenaran bukti-bukti akuntansi dan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi; (3) melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan oleh pengurus dalam menjabarkan program kerja dan RAPB koperasi; (4) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut dari temuan hasil pengawannya; (5) membuat/menyusun laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Lebih lanjut Koermen menjelaskan bahwa sasaran pengawasan meliputi lima bidang yaitu: (1) bidang umumdan kelembagaan; (2) bidang idiologi dan administrasi SDM; (3) bidang usaha/bisnis; (4) bidang tata usaha dan urusan internal koperasi; (5) bidang keuangan dan permodalan. 

Selanjutnya Koermen (2002; 176) mengelompokkan tujuan penga-wasan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum meliputi: (1) memberikan informasi yang obyektif tentang keadaan ko-perasi; (2)  memberikan saran-saran yang konsruktif  pada pengurus sebagai pelaksana kebijakan. Sedangkan tujuan khusus meliputi: (1) meneliti kebenaran data akuntansi dn kelayakan laporan keuangan; (2) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus dalam men-jalankan organisasi dan usaha koperasi; (3) mengevluasi hasil-hasil capaian pengurus dalam menjalankan tugas; (4) mengetahui perma-salahan yang ada dalm koperasi, serta memberikan solusi pemecah-annya; (5) mengamankan dan menyelamatkan kepentingan organisasi, anggota, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan; (6) mengvaluasi kebijakan-kebijakan pengurus dalam mengembangkan koperasi. 

Berdasarkan pasal 38 dan 40, UU No. 25/1992, pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RA, sehingga pengawas juga harus bertanggung-jawab kepada RA. Dalam hal pengawas tidak mampu melaksanakan tugas penga-wasan keuangan, pengawas dapat minta bantuan jasa audit kepada akuntan publik. Namun demikian, hasil pemeriksaan dari akuntan publik tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengawas untuk dipertanggungjawabkan pada RA. 
D. MANAJER 

Untuk melaksanakan kebijakan  ysecara openg telah digariskan oleh RA, pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawan atas persetujuan RA. Manajer pada dasarnya adalah orang (bisa dari pengurus atau bukan pengurus) yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan (bidang ekonomi) koperasi, serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Oleh karena diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, serta  mendapatkan wewenang dari pengurus untuk mengelola koperasi, maka manajer koperasi juga bertanggung-jawab kepada pengurus, bukan pada RA koperasi.  

Mengingat tugas manajer yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan koperasi, seyogyanya manajer koperasi sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan  pada pengurus. Menurut Hendrojogi (2002; 163), manajer koperasi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) cakap dan memiliki technical skill, sehingga mampu memecahkn permasalahan sumber daya secara phisikal; (2) memiliki executive skill, sehingga mampu memecahkan masalah SDM; (3) kreatif, sehingga mampu menciptakan metode-metode baru dan efisiensi dalam pekerjaan; (4) memiliki pandangan jauh ke depan; (5) memiliki jiwa kepemimpinan (leadership); (6) memiliki organzational skill, sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan 0perasional usaha; (7) memiliki kemampuan mengambil keputusan; (8) mampu membedakan mana yang benar dan yang salah; (9) memiliki sifat fleksibel; (10) mampu bekerjasama dengan orang lain; (11) mampu berperan sebagai mediator dan konduktor. Dengan berbagai persyaratan tersebut diha-rapkan agar manajer mampu menjalankan roda usaha koperasi secara profe-sional, sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi koperasi. 

Hendrojogi (2002; 160) menjelaskan bahwa tugas manajer koperasi  lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan teknis operasional usaha koperasi. Mengingat tugas dan kewenangannya itulah, maka keberhasilan usahan koperasi cenderung berada di tangan manajer. Dengan kata lain, manajer memegang kunci keberhasilan usaha koperasi tersebut.  

    
 
Dalam menjalankan roda kegiatan usaha koperasi, manajer biasanya dibantu oleh sejumlah karyawan. Jumlah dan jenis/kualifikasi karyawan ini  tergantung dari kebutuhan koperasi yang bersangkutan. Kedudukan karyawan ini pada dasarnya merupakan bawahan manajer, sehingga karyawan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada manajer.

     E. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI


Hubungan tata kerja  antar  perangkat  organisasi koperasi tersebut (RA, Pengurus termasuk manajer dan karyawan, serta Pengawas) dapat  digambarkan  dalam  suatu  struktur  organisasi  seperti  Gambar  berikut.



Sumber: Entang Sastra A. (1984, 66) yang dimodifikasi.

      Keterangan Gambar:

                    : garis pengawasan


                    : garis perintah dan pertanggung-jawaban

Secara umum, manajemen organisasi koperasi dapat dikelompokkan menjadi  tiga bagian, yaitu bagian organisasi, bagian usaha, dan bagian keuangan.

Bagian organisasi lebih banyak berurusan dengan hal-hal  seperti  keanggotaan, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama dengan pihak luar termasuk pemerintah. Secara operasional, biasanya pengurus lebih banyak perannya di bagian ini. Sementara itu, manajer lebih banyak perannya di bagian usaha dan keuangan. Oleh karena itulah manajer sangat berperan dalam mencapai keberhasilan usaha koperasi. Banyak pendapat pakar dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa manajer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi. 
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